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ABSTRAK

Penelitian ini akan menganalisis optimalisasi dari kebijakan kesetaraan gender di
bawah kepemimpinan Moon Jae-in pada tahun 2017-2021 dan implementasinya,
sekaligus sebagai pertimbangan terhadap rencana presiden selanjutya, Presiden
Yoon yang memiliki wacana untuk menghapuskan Kementerian Kesetaraan
Gender dan Keluarga serta kebijakannya di Korea Selatan. Kementerian yang
memainkan peran penting dalam mempromosikan kesetaraan gender dan
mengatasi masalah terkait perempuan. Dengan menggunakan teori feminisme
sosialis. Penelitian ini akan menentukan efektivitas, dampak dan manfaat dari
kebijakan. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai kontribusi
nyata Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga dalam mencapai kesetaraan
gender di berbagai aspek masyarakat. Dengan hasil kajian tersebut, diharapkan
Presiden Yoon mempunyai dasar yang kuat untuk memikirkan kembali niatnya
untuk menghapuskan kementrian ini nantinya. Upaya ini akan menjamin
keberlangsungan upaya pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dan
mengatasi permasalahan terkait perempuan di Korea Selatan.

Keywords: Korea Selatan, gender, perempuan, feminisme sosialis

ABSTRACT

This research will analyze the optimization of the gender equality policy under
Moon Jae-in's leadership in 2017-2021 and its implementation, as well as a
consideration for the next presidential plan, President Yoon who has a discourse
to abolish the Ministry of Gender Equality and Family and its policies in South
Korea. Ministries that play an important role in promoting gender equality and
addressing issues related to women. By using the theory of socialist feminism.
This research will determine the effectiveness, impact and benefits of the policy.
The results of this study can provide insight into the real contribution of the
Ministry of Gender Equality and Family in achieving gender equality in various
aspects of society. With the results of this study, it is hoped that President Yoon
will have a strong basis for rethinking his intention to abolish this ministry later.
This effort will ensure the continuity of the government's efforts to achieve gender
equality and overcome problems related to women in South Korea.

Keywords:  South  Korea, gender, women, socialist feminism



BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Optimalisasi adalah kata yang berasal dari kata dasar optimal yang berarti
terbaik, tertinggi, paling menguntungkan. Dari kata dasar optimal ini jika
disisipkan imbuhan juga bisa menghasilkan kata mengoptimal-kan yang artinya
menjadikan paling baik, atau paling menguntungkan atau peng-optimalan yang
memiliki arti proses, cara, strategi atau perbuatan mengoptimal-kan (menjadikan
paling baik, paling tinggi, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia, n.d.).
Sehingga optimalisasi bisa diartikan menjadi cara yang dipilih untuk mencari
solusi paling baik atau yang paling menguntungkan.

Presiden Moon Jae-in pada masa kampanye pemilihan presiden tahun
2017, berjanji untuk menjadi “presiden feminis" yang nantinya akan mendukung
kebijakan kesetaraan gender dengan terus mempromosikan dan mengawal
pelaksanaan dari kebijakan kesetaraan gender. Upaya ini dipilih untuk
menjembatani kesenjangan gender yang ada di Korea Selatan, yang juga semakin
mendapat perhatian menyusul adanya gerakan #MeToo di Korea Selatan pada
tahun 2018, dimana gerakan tersebut membawa aspirasi dalam hidup, berfokus
pada pengalaman hidup perempuan di Korea. di era modern, seperti pengelolaan
teknologi pengawasan terkini dengan kamera tersembunyi di tempat umum alias
molka video, dan meningkatnya frekuensi pembunuhan wanita (Rich et al. 2022).

Kemudian pada 8 Maret 2022 lalu, bertepatan pada perayaan

“International Women’s Day” Presiden Moon Jae-in mengenang salah satu



kebijakan pada pemerintahannya terhadap perempuan, ia juga mengatakan
harapan besarnya untuk kemajuan lebih lanjut bagi kesetaraan gender di Korea
Selatan di bawah kepemimpinan presiden terpilih selanjutnya setelah dirinya. la
juga berterima kasih kepada semua orang yang mempraktikkan solidaritas dan
kerja sama bagi masyarakat agar setiap orang bisa setara (Kim and Kim 2022).

Kemudian, ia kembali mengatakan bahwa meskipun pemerintah telah
membuat kemajuan besar dalam berbagai hal seperti ekonomi dan lain-lain, Korea
Selatan masih memiliki banyak permasalahan yang hadir karena kesenjangan
dalam hal kesetaraan gender, dengan struktur dan budaya yang ada hingga
menghambat kesetaraan gender bisa tercapai di sana. Presiden Moon juga
menyimpulkan bahwa ketika semua orang memahami dan menghormati
kehidupan satu sama lain, dunia akan menjadi tempat di mana setiap orang bisa
dihormati (Kim and Kim 2022).

Mengenai kebijakan pemerintahannya mengenai kesetaraan gender, Moon
Jae In mengatakan bahwa ia telah berupaya untuk membangun sistem yang lebih
kuat guna merespon atau menanggapi kekerasan berbasis gender. Presiden Moon
juga mengatakan bahwa ketika sebuah negara bisa “menjadi masyarakat yang
lebih setara gender”, maka baik itu perempuan dan laki-laki akan mampu dan
lebih siap untuk “menghadapi masa depan yang berkelanjutan”. la kemudian
membahas kembali terkait kebijakan pada pemerintahannya yang berdampak pada
perempuan, termasuk salah satunya perubahan kebijakan bagi perempuan dengan
memperbarui undang-undang yang memungkinkan terjadinya gangguan terhadap
karir perempuan, hingga memberlakukan undang-undang anti-pelecehan dan

memperkuat hukuman bagi pelanggar seks digital, dan subsidi penitipan anak bagi



perempuan pekerja. Namun, Presiden Moon mengakui dan sadar betul bahwa
pada pemerintahannya, meski telah membuat banyak kemajuan di bidang lainnya,
tetapi masih terdapat banyak permasalahan terkait kesenjangan gender di Korea
Selatan akibat struktur dan budaya patriarki dan kapitalisme yang menghambat
kesetaraan gender, sehingga dapat diibaratkan seperti langit-langit kaca, yang
masih ada dimana-mana (Shin 2022).

The Korea Society mengutip pada Walby, 1990, yang mengatakan bahwa
patriarki didefinisikan pula sebagai suatu struktur sosial yang sudah menjadi
sebuah sistem adat dan menjadi sebuah budaya yang meyakini bahwa di mana
laki-laki selalu menjadi yang berada di atas sebuah hierarki dan kedudukan sosial,
mendominasi, menindas hingga mengeksploitasi perempuan. Di mana, dalam
sistem ini hak dan kepentingan seorang perempuan yang menjadi anggota
keluarga selalu berada dibawah hak dan kepentingan kepala keluarga yakni
seorang laki-laki (The Korea Society, n.d.) .

Namun, setelah akhir masa jabatan dari Presiden Moon Jae in. Dan
menjelang pemilihan presiden penggantinya yang akan berlangsung tanggal 9
Maret 2022, reaksi anti-feminis telah meningkat di Korea Selatan, sebuah reaksi
yang kini tampaknya telah membantu kandidat Partai Hak Asasi Manusia Yoon
Suk-yeol, dari People Power Party (PPP)’s mendapatkan kemenangan dan
berhasil menjadi Presiden terpilih selanjutnya (Rich et al. 2022).

Tetapi, kebangkitan wacana feminis dengan cepat memicu reaksi balik.
Pakar konservatif dan presiden PPP saat ini yakni Lee Jun-seok menggambarkan
sikap feminisme yang diusung oleh partai oposisi yaitu Partai Demokrat yang

dipimpin Moon memiliki "kecenderungan totaliter" atau anti oposisi dan pihak



berlawanan. Pada tahun 2021, Lee juga menyerukan penghapusan bagi
"Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga”, dengan alasan bahwa
kementerian tersebut terus saja menyebarkan stereotip yang jelek terhadap laki-
laki. Survei yang dilakukan oleh Lee juga menunjukkan adanya tren yang
berkembang, terutama di kalangan laki-laki muda yang tergolong pada usia kerja
produktif, memandang kesetaraan gender yang dipromosikan oleh kementrian
tersebut sebagai suatu sikap yang diskriminatif terhadap kaum laki-laki, dan hanya
akan menguntungkan pihak perempuan. Misalnya, dapat dilihat dari hasil survei
yang dilakukan oleh SisalN (perusahaan media paling berpengaruh di Korea) pada
tahun 2019, menghasilkan perhitungan bahwa laki-laki berusia 20-an tahun
merasa lebih mungkin merasakan diskriminasi terhadap laki-laki dua kali lebih
parah, dibandingkan dengan diskriminasi terhadap perempuan, yang dengan hasil
perolehan survei sebesar 68,8%, sedangkan data dari perempuan yang berusia
serupa mendapat hasil sebesar 33,6% (Rich et al. 2022).

Dengan munculnya wacana yang digadang oleh presiden terpilih sebagai
pengganti Moon Jae In pada pemilu 2022 lalu, yakni Presiden Yoon Suk-yeol
untuk menghapuskan Ministry Gender Equality and Family maka secara tidak
langsung juga akan mengabaikan kebijakan yang berkaitan dengannya yakni
Gender Equality Policy. Ditengah banyaknya negara yang masih berjuang untuk
mencapai kehidupan yang layak dengan mempersempit kesenjangan gender,
Korea Selatan yang notabennya masih belum mencapai titik terbaik dalam hal
kesetaraan gender akan sangat disayangkan jika wacana penghapusan ini sampai
terjadi. Karena, dengan adanya kementrian dan kebijakan yang dengan tegas ingin

berjuang untuk kesetaraan gender saja kesetaraan gender di Korea Selatan masih



sukar tercapai apalagi jika tidak ada badan dan kebijakan khusus yang
menaunginya nanti.

Ministry of Gender Equality and Family (MOGEF) adalah salah satu
Kementrian di Korea Selatan yang didirikan pada tanggal 29 Agustus 2001,
sebagai salah satu upaya yang dipilih oleh pemerintah Korea Selatan pada saat itu
guna meningkatkan kesadaran akan isu-isu  kesetaraan gender dan
mempromosikan peran penting perempuan dalam masyarakat. Kementrian ini
juga bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan program-program yang
berkaitan dengan kesetaraan gender, perlindungan anak dan masalah-masalah
keluarga. Salah satunya ialah “Gender Equality Policy” (Ministry of Gender
Equality and Family, n.d.).

Pengembangan dan Implementasi dari "Rencana Kerangka Kerja Kedua
Kebijakan Kesetaraan Gender”. Yang memiliki latar belakang untuk
melaksanakan penyusunan ‘“Rencana Dasar Kebijakan Kesetaraan Gender” yang
akan dilakukan setiap lima tahun untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam arti
yang lebih praktis dengan mengatasi kesenjangan gender antara perempuan dan
laki-laki. Gender Equality Policy ini memiliki visi untuk menuju sebuah negara
demokrasi yang setara dan berkelanjutan maka harus dibangun bersama oleh
perempuan dan laki-laki (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).

6 Projek besar menjadi tujuan utama dari keberadaan Gender Equality
Policy ini, memiliki 22 Strategi yang dipilih untuk mengimplementasikan

(Ministry Gender Equality and Family, n.d.), 6 projek besar antara lain:

1) Mempromosikan kesadaran dan budaya kesetaraan gender (Ministry Gender

Equality and Family, n.d.).



2) Menjamin persamaan hak atas pekerjaan dan kesempatan (Ministry Gender

Equality and Family, n.d.).

3) Meningkatkan keterwakilan dan partisipasi perempuan (Ministry Gender

Equality and Family, n.d.).

4) Menciptakan infrastruktur sosial untuk keseimbangan kehidupan Kkerja

(Ministry Gender Equality and Family, n.d.).

5) Menghapuskan kekerasan terhadap perempuan, dan meningkatkan kesehatan

perempuan (Ministry Gender Equality and Family, n.d.).

6) Memperkuat mekanisme implementasi kebijakan kesetaraan gender (Ministry

Gender Equality and Family, n.d.).

Dari 6 Projek utama yang ingin dicapai oleh keberadaannya Gender
Equality Policy ini nantinya memiliki 22 Strategi yang dipilih untuk bisa
membantu memperkenalkan dan mempromosikan projek-projek yang ada, agar

bisa berjalan sesuai dengan tujuan awalnya.

1.2 Rumusan Masalah
Mengapa implementasi “Gender Equality Policy” pada masa Moon Jae In

pada tahun 2017-2021 tidak optimal?



1.3 Tujuan Penelitian
Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:
1. Mengetahui faktor-faktor penghambat “Gender Equality Policy” dan
kesetaraan gender di Korea Selatan pada masa kepemimpinan Moon Jae In
pada tahun 2017 sampai 2021.
2. Mengetahui strategi-strategi apa saja yang dilakukan oleh Presiden Moon
Jae In saat masa pemerintahannya guna memastikan “Gender Equality

Policy” bisa terlaksana dengan optimal.

1.4 Cakupan Penelitian

Penelitian ini memilih Korea Selatan sebagai objek penelitian karena
Korea Selatan merupakan salah satu negara yang mengalami kemajuan secara
masif di berbagai bidang, namun masih menghadapi permasalahan mengenai
kesetaraan gender (Farnisari dan Sudrajat 2013). Kehadiran “Gender Equality
Policy” ini tentu saja menjadi titik balik dari kehidupan sosial masyarakat bagi
banyak perempuan di Korea Selatan, yang pada akhirnya berdampak pada
beberapa aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi hingga budaya, seperti dalam
bidang pekerjaan, pendidikan dan kesehatan yang dianggap masih kurang ramah

bagi banyak perempuan di Korea Selatan.

Alasan peneliti memilih tahun 2017-2021 ialah karena pada kurun waktu
tersebut merupakan masa jabatan oleh Presiden Moon Jae In, yang mana presiden

terpilih setelahnya yakni Yoon Suk-Yeol ingin menghapuskan Kementerian



Keluarga dan Kesetaran Gender serta Gender Equality Policy di Korea Selatan
(Delhaye 2023).

Sehingga strategi terhadap implementasi atau upaya penerapan dari
“Gender Equality Policy” bagi kesetaraan gender di Korea Selatan pada masa
kepemimpinan Moon Jae In pada tahun 2017 sampai 2021 ini menjadi kajian yang
perlu diperhatikan karena akan menjadi acuan untuk membahas apakah keputusan
Presiden Yoon untuk menghapuskan MOGEF nantinya adalah keputusan yang
tepat, mengingat dengan keberadaan MOGEF dan GEP ini saja masih belum bisa

mengatasi permasalahan kesetaraan gender di Korea Selatan.

1.5  Tinjauan Pustaka

Korea Selatan yang terus mengalami kemajuan diberbagai bidang terus
menarik minat banyak pihak untuk terus melihat lebih jauh pada negara ini.
Dibalik kemajuan pesat yang dialami oleh Korea Selatan ini, terdapat beberapa
permasalahan yang terus saja menghantui Korea Selatan. Salah satunya, tentang
isu Kesetaraan Gender di Korea Selatan, yang mana setiap tahun terus mengalami
peningkatan.

Meski, peraturan telah dibuat untuk mengatasi peningkatan permasalahan
ini. Ketimpangan gender yang terjadi di Korea Selatan, terjadi di beberapa sektor
sosial kehidupan yang pada akhirnya juga berdampak pada perekonomian. Banyak
hak-hak perempuan di Korea Selatan yang masih termarjinalkan, dan kesempatan
yang terbuka untuk perempuan di Korea Selatan terus menyempit hingga sulit

bagi perempuan disana untuk bisa berkompetisi dan sejajar dengan laki-lakinya.



Dalam hal ini, membandingkan dengan literatur terdahulunya yang memiliki
kesamaan dalam beberapa aspek yang memiliki keterkaitan.

Lee Young-Joo dan Park Ji-Young pada Jurnal yang berjudul “Emerging
Gender Issues in Korean Online Media: A Temporal Semantic” telah memaparkan
betapa sejak lama permasalahan kesetaran gender di Korea Selatan ini terus
meningkat. Kendati peningkatan yang terjadi sejak tahun 1990-an telah
melahirkan banyak kebijakan yang mendukung untuk menuntaskan permasalahan
kesetaran gender di Korea Selatan (Lee dan Park 2019).

Sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh penulis dan dibahas dalam
Jurnal penelitian ini, yang terjadi pada kurun waktu 2012-2017 yang diambil
berdasarkan komentar pada media online. Membuktikan bahwa kesenjangan yang
diakibatkan oleh gender di Korea Selatan ini, berimbas di berbagai aspek. Mulai
dari sosial hingga ekonomi, adapun kesenjangan gender yang sering terjadi di
Korea Selatan berasal dari perbedaan dalam mendapat kesempatan, baik itu
berupa posisi ataupun peran, dalam ranah pekerjaan maupun pendidikan.
Sehingga, bisa dikatakan bahwa kesempatan perempuan tidak sama besar dengan
laki-laki hanya karena faktor perbedaan gender (Lee dan Park 2019)..

Kemudian dilanjutkan dengan penelitian dengan menggunakan survei
praktisi sumber daya manusia (SDM) di organisasi Korea, yang diulas dalam
Jurnal berjudul “Gender equality in Korean firms: recent evidence from HR
practitioners”. Dalam tulisannya, penulis mencoba untuk memberikan gambaran
tentang undang-undang kebijakan gender baru-baru ini. Namun, diskriminasi atas
dasar perbedaan gender terus saja terus berlanjut di Korea Selatan dengan

mengeksplorasirendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam perusahaan Korea,



yang berhubungan juga dengan karakteristik organisasi di Korea Selatan serta
Praktik SDM-nya sejak proses rekrutmen, sistem kerja dalam organisasi, hingga
perlakuan tidak adil di tempat kerja (Patterson, Bae, and Lim 2012).

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk mengurai bagaimana praktisi
SDM mengidentifikasi kemungkinan dari penyebab ketidaksetaraan gender dalam
ketenagakerjaan, terlepas dari industri ataupun ukuran perusahaan. Padahal,
norma sosial budaya dan praktik SDM di Korea Selatan, terdapat aturan untuk
memperlakukan semua orang secara setara (Patterson, Bae, and Lim 2012).

Setelah melihat realita sosial yang terus terjadi di Korea Selatan, meski
terdapat upaya dari pemerintah untuk terus mengatasinya. Namun, pada
kenyataannya ketidaksetaraan gender di Korea Selatan terus terjadi. Dalam hal ini,
selain dari pemerintah Korea Selatan, terdapat juga upaya-upaya yang ditawarkan
oleh organisasi internasional setempat seperti Korea Women’s Association
United, untuk mengatasi permasalahan ini. Yang mana juga dibahas oleh Oktavia
Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatur Rosyida, dalam Jurnal tulisannya yang
berjudul “Upaya Korean Women'’s Association United Dalam Memperjuangkan
Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan”. Minimnya kesetaraan
gender, khususnya pada bidang politik, membuat Korea Selatan menduduki
peringkat ke-107 dari 156 negara dalam hal keterwakilan perempuan dalam dunia
politik dan reprsentasi di parlemen. Hal ini pula yang mendorong penulis untuk
mengkaji representasi perempuan pada ruang publik sejalan dengan yang dibawa
oleh Korea Women's Association United (KWAU), yang juga berjuang untuk
melawan diskiriminasi terhadap perempua dalam percaturan politik Korea Selatan

(Kumalasari and Rosyida 2022).
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Sehingga tujuan dari penulis melakukan penelitian ini ialah untuk
memaparkan upaya apa saja yang telah ditempuh oleh KWAU diluar pemerintah
pusat, untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan di Korea Selatan yang
terus termarjinalkan.

Adapun penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif,
serta melakukan pemetaan dasar terhadap konsep masyarakat sipil dan
pemberdayaan perempuan. Sehingga, penulis juga memaparkan beberapa upaya
yang ditempuh oleh KWAU sesuai dengan peran dan tujuannya. Upaya tersebut
antara lain berhadapan langsung dengan parlemen, terlibat dalam lobi politik, ikut
serta secara langsung dalam penyusunan undang-undang hingga mengusulkan
kebijakan, serta memantau kebijakan dan memantau pihak-pihak yang
berkuasa(Kumalasari and Rosyida 2022).

Selain itu, upaya KWAU juga melakukan pendekatan melalui perannnya
yang juga berbasis sebuah komunitas, seperti menyediakan ruang atau forum
publik untuk menyampaikan keinginan dan menyelenggarakan acara yang
melibatkan masyarakat luas (Kumalasari and Rosyida 2022).

Adapun sejauh ini belum ada penelitian yang mengkaji tentang praktik dan
implementasi dari “Gender Equality Policy” dalam peningkatan peran perempuan
dan kesejahteraan gender di Korea Selatan pada masa kepemimpinan Presiden
Moon Jae In, sehingga pada penelitian ini akan membahas terkait permasalahan
tersebut.

Karena pergantian presiden Korea Selatan pada tahun 2022, terus menjadi
perbincangan dan selalu mengaitkannya dengan kebijakan dan praktik pada

presiden terdahulunya, di mana Presiden terpilih Korea Selatan dianggap tidak
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akan memfokuskan dirinya terkait permasalahan kesetaraan gender yang terjadi,
di mana ia berjanji akan menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan
Keluarga, yang bertugas untuk menetapkan kebijakan terkait gender dan
mendukung korban kekerasan dalam rumah tangga dan seksual, yang telah berdiri
sejak tahun 2001 ini.

Karena menganggap bahwa kementerian ini hanya memperlakukan pria
seperti seorang calon penjahat. Dan beliau juga berjanji untuk memberikan
hukuman yang sangat berat, bagi mereka yang membuat klaim palsu tentang
kekerasan seksual dan menyangkal bahwa sistem politik dan sosial saat ini

menguntungkan pria secara tidak adil.

1.6 Kerangka Pemikiran

Feminis sosialis memiliki pendapat beragam mengenai patriarki dan
kapitalisme, namun beberapa feminis sosialis beranggapan bahwa sejatinya
kapitalisme dan patriarki itu adalah hal yang serupa dan tidak ada bedanya (Scholz

2014).

Salah satu feminisme sosialis bernama Heidi Hartmann dalam buku tulisan
Scholz yang berjudul “Feminism: A Beginner's Guide”, mengatakan bahwa
patriarki bisa dikatakan sebagai salah satu kondisi yang erat kaitannya dengan
material atau sangat berhubungan dengan ekonomi, yang mana nantinya akan
menopang upaya kolektif dari laki-laki untuk mendominasi perempuan. Heidi juga
menambahkan bahwa pembagian kerja sangat berorientasi dengan gender, yang

mana stereotip patriarki dan kapitalisme sama-sama berpendapat bahwa
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perempuan memiliki tugas wajib dan mutlak untuk membesarkan anak dan hanya
laki-laki lah yang boleh bekerja di ruang publik. Di mana, pemikiran seperti inilah
yang akhirnya melanggengkan keterbelakangan dan diskriminasi pada perempuan
di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, feminisme sosialis
dengan tegas menyatakan bahwa salah satu perjuangan untuk melawan patriarki
dan kapitalisme adalah dengan tidak membiarkan paham-paham dari patriarki dan

kapitalisme ini terus tumbuh dan berkembang (Scholz 2014).

Feminis juga melihat kapitalisme dan patriarki menjadi salah satu
penyebab banyaknya eksploitasi yang terjadi kepada perempuan, seperti dalam
ekonomi sendiri termasuk pada pekerjaan rumah tangga yang seringkali
diperuntukkan hanya untuk kaum perempuan. Dengan kata lain, hal ini juga
berkaitan langsung dengan tingkat reproduksi atau kesuburan perempuan. Serta
eratnya kaitan dari budaya kapitalisme dan patriarki pada permintaan angkatan
kerja perempuan yang tidak dibayar dalam jumlah besar atau sesuai dengan yang
seharusnya ia terima, yang akhirnya menciptakan penindasan terhadap perempuan

(Scholz 2014).

Adapun terdapat beberapa solusi yang ditawarkan oleh para feminis
sosialis, namun mereka di sebuah titik solusi yang sama yakni dengan mengubah
atau mengakhiri penyebaran budaya kapitalisme dan patriarki. Pembebasan
perempuan dalam jerat patriarki yang melekat erat merupakan sebuah emansipasi
yang bagi feminis sosialis juga bisa diartikan sebagai bentuk dari pembebasan
kelas sosial, sejarah kelam bagi perempuan hingga peran gender yang masih

dirasakan kesenjangannya (Scholz 2014).
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Namun lebih dari itu, feminis sosialis terus menekankan bahwa hak setiap
individu untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu komunitas yang disini juga
bearti dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu asumsi di sini adalah bahwa
manusia yang merupakan makhluk yang identitas atau kepribadiannya
dipengaruhi oleh komunitas di mana ia tinggal serta keberadaan fisik dan konteks
lingkungannya. Klaim metafisik dan epistemologis tentang perempuan harus
memperhitungkan pengaruh-pengaruh ini. Beberapa feminis mengasosiasikan
feminisme sosialis dengan “epistemologi perspektif”’, cukuplah dikatakan bahwa
epistemologi opini adalah teori pengetahuan yang mengklaim bahwa klaim
pengetahuan dipengaruhi (atau bahkan ditentukan oleh) pandangan atau status

sosial seseorang (Scholz 2014).

Seiring dengan pendapat dari feminis sosialis yang mengatakan bahwa
sejatinya sistem dan budaya patriarki dan kapitalisme merupakan akar dari
lahirnya masalah-masalah yang terjadi pada ketertindasan dan diskriminasi yang
dialami oleh perempuan, tak terkecuali di Korea Selatan. Dengan stereotip yang
tertanam bahwa perempuan dan laki-laki tidak memiliki kedudukan setara
diamana laki-laki merupakan aktor superior di kehiduapan bersmasyarakat yang
akhirnya memposisikan perempuan sebagai aktor inferior yang harus selalu

berada dibawah atas dominasi laki-laki.
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1.7  Argumen Sementarara

Presiden sebagai pemimpin pemerintahan dan negara tentunya memiliki
andil besar dalam setiap kebijakan serta keberlangsungan hidup bagi setiap rakyat
di negaranya. Hal ini termasuk saat pengambilan keputusan, tentu keputusan
mutlak seorang pemimpin negara akan memberikan dampak yang sangat
signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat.

Dalam hal ini bisa kita lihat dengan perbedaan dari persepektif dua
Presiden terpilih di Korea Selatan terhadap isu yang berkembang di negaranya
yakni Korea Selatan. Di mana Presiden Moon menganggap bahwa kesetaraan
gender dan keberadaan perempuan pada berbagai bidang kehidupann seperti pada
sektor publik, pendidikan, profesi dan pekerjaan yang layak haruslah mencapai
kesetaraan tanpa memandang gender, yang mana saat ini masih jauh untuk
mencapainya.

Sedangkan pandangan dari presiden Yoon sendiri menganggap bahwa
kedudukan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat saat ini
sudah mencapai pada titik yang setara, sehingga keberadaan dari kementrian yang
mengatur secara khusus terkait kesetaraan gender serta kebijakannya sudah tidak

relevan lagi.
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1.8

Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai
cara mendapatkan informasinya. Menurut Bodgen dan Taylor (1992:21)
yang dikutip pada (Nugrani, 2014) , bahwa penelitian kualitatif merupakan
salah stu jenis penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data
yang nantinya akan menghasilkan sebuah data deskriptif baik berupa
bahasa, tulisan, dan perilaku dari orang lain. Melalui penelitian kualitatif
inilah nantinya pada akhirnya akan memungkinkan untuk memperoleh

data tentang kenyataan melalui proses berfikir induktif.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menjadikan Korea Selatan sebagai
subjek penelitian karena Korea Selatan merupakan salah satu negara yang
kental sekali dengan isu-isu tentang kesetaraan gender. Kemudian objek
pada penelitian ini ialah “Gender Equality Policy” yang berfokus terhadap
optimalisasi dan strategi yang digunakan, dengan mengangkat pemikiran

dasar dari teori feminisme sosialis.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam upaya pengumpulan data, peneliti menggunakan cara
membaca dan mengkaji ulang sumber-sumber literatur yang digunakan,
seperti buku, jurnal, artikel dan laporan resmi, yang notabennya di akses

oleh penulis melalui media online atau internet.
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1.9

1.8.4. Proses Penelitian
Dalam pengumpulan data, peneliti mengumpulkan literatur yang
memang dirasa tepat untuk membahas terkait isu yang sedang di dikaji

oleh peneliti serta isu-isu serupa lainnya.

Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan oleh peneliti,
sebagai berikut:
BAB |

Pada bab ini, penulis menjelaskan terkait latar belakang mengenai
isu yang diangkat, serta mengutarakan rumusan masalah hingga tujuan dari
penelitian ini. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, peneliti juga
menyertakan beberapa tinjauan pustaka terkait isu dan bahasan serupa,
namun belum menemukan penelitian yang sama persis dengan penelitian
kali ini.
BAB II

Penulis akan membagi menjadi beberapa sub-bab yang akan
menjadi acuan terhadap pembahasan pendukung pada bab Ill nantinya. Di
mana, pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengenalan serta
tujuan dari GEP serta kondisi ekonomi, pendidikan, kesehatan an politik
berdasarkan data yang dirilis oleh World Ecnomic Forum.
BAB Il

Pada bab ini, penulis akan memberikan data yang akan
memperkuat argumen, mengenai faktor penghambat “Gender Equality

Policy” serta memperkuat argumen yang ada dengan merujuk pada data
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yang dirilis oleh World Economic Forum yaitu Global Gender Gap Report
tahun 2017 & 2021.
BAB IV

Pada bab ini, akan berisikan uraian serta rangkuman yang
menjawab dan pembuktian dari argumen sementara yang dibangun oleh

peneliti, serta menjawab pertanyaan yang dibangun oleh peneliti.
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BAB I1

STRATEGI PENGOPTIMALAN GENDER EQUALITY POLICY

2.1 Pengenalan dan Tujuan dari Gender Equality Policy

Moon Jae-in adalah Presiden Korea Selatan yang menjabat sejak Mei 2017.
Moon berasal dari Partai Demokrat Korea yang menetapkan diri sebagai partai
berhaluan kiri dan telah dengan tegas menunjukan komitmen terhadap kesetaraan
gender di Korea Selatan, pemerintahan presiden Moon secara terbuka
menyuarakan dukungan terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan.
(Rich et al. 2022).

Dengan demikian pemerintahan presiden Moon bisa dikatakan sangat
bersinggungan langsung dengan kebijakan gender equality di Korea Selatan. Pada
masa pemerintahan Moon Jae-in, pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai
aspek kehidupan masyarakat ditekankan, dan pemerintah berusaha untuk
mendorong inisiatif dan kebijakan yang mendukung tujuan tersebut.

Salah satu contoh yang signifikan adalah pembentukan Ministry of Gender
Equality and Family, yang diresmikan pada tahun 2001. Kementerian ini
bertanggung jawab untuk mengawasi implementasi gender equality policy di
Korea Selatan.

Tujuan dari kebijakan kesetaraan gender yang bisa juga disebut sebagai
sebuah undang-undang ini adalah untuk mendorong kesetaraan gender di semua
bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dan untuk memfasilitasi kemajuan
perempuan dengan mengajukan pertanyaan mendasar mengenai kewajiban, dll.

Dimana, pemerintah Korea Selatan membuat undang-undang ini untuk
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mewujudkan gagasan kesetaraan gender berdasarkan Konstitusi Korea. (X|36H

A2 EX| O dLU™I7|2% /Bab 36 Undang-Undang Dasar Pembangunan

Perempuan Kesejahteraan Sosial, n.d.) .

Adapun konsep di balik undang-undang ini adalah untuk membangun
sebuah tempat atau kehidupan yang sehat, di mana tempat ini akan
memungkinkan laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
negara dan masyarakat, serta untuk berbagi tanggung jawab secara penuh kepada
kedua belah pihak tanpa membedakan gendernya, dengan cara mempromosikan
kesetaraan gender. Yang nantinya diharap akan bisa melindungi peran ganda
sebagai perempuan dan seorang ibu, hingga meningkatkan dan menghilangkan

pemikiran diskriminatif tentang gender, serta mampu untuk memberdayakan

perempuan sesuai dengan kemampuan masing-masing (M36E At2[EX|

8L M7|2H /Bab 36 Undang-Undang Dasar Pembangunan Perempuan

Kesejahteraan Sosial, n.d.).

Menurut H|36E Atz|=X| O JdHT7|2E /Bab 36 Undang-

Undang Dasar Pembangunan Perempuan Kesejahteraan Sosial, beberapa hal
penting yang harius diketahui dari Undang-undang ini, adalah sebagai
berikut:
1) “Kebijakan perempuan” adalah undang-undang yang ditetapkan
dengan  Keputusan  Presiden, yang bertujuan  untuk
memperkenalkan kesetaraan gender, perluasan partisipasi sosial

perempuan, hingga peningkatan kesejahteraan perempuan;
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2)

3)

4)

“Perkumpulan perempuan” adalah badan hukum atau organisasi
yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden, yang didirikan
dengan tujuan utama mendorong kesetaraan gender, memperluas
partisipasi sosial perempuan, dan meningkatkan kesejahteraan
perempuan;

“Fasilitas perempuan” adalah sebuah fasilitas yang dibuat dengan
bantuan dari sebuah Keputusan Presiden, yang nantinya fasilitas ini
juga berguna untuk meningkatkan  kesetaraan  gender,
meningkatkan partisipasi sosial perempuan, hingga meningkatkan
kesejahteraan perempuan;

Yang dimaksud dengan “Pelecehan seksual terhadap perempuan”
adalah saat dimana seorang perempuan , berada di sebuah kondisi
di mana pemberi kerja seperti pada sebuah lembaga negara,
pemerintah daerah atau organisasi masyarakat yang ditentukan
dengan Keputusan Presiden (selanjutnya disebut lembaga negara,
dan sebagainya) melakukan perbuatan yang termasuk dalam salah
satu dari hal-hal berikut ini dalam melaksanakan tugas, pekerjaan
dan hubungan lainnya:

(@ Membuat pihak lain merasakan penghinaan atau kebencian
seksual dengan perilaku verbal atau fisik yang bersifat seksual, dll.
Dengan memanfaatkan jabatan atau kaitannya dengan tugas; Dan
(b) Merugikan pihak perempuan dalam pekerjaan, karena tidak
mematuhi perilaku verbal atau fisik apa pun yang bersifat seksual

atau tuntutan lainnya, dll;
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5) Yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah pemilik usaha,
penanggung jawab pelaksanaan usaha, atau orang lain yang
melaksanakan tugas sehubungan dengan pekerja atas nama pemilik

usaha.

2.2 Strategi Implementasi “Gender Equality Policy”

Terdapat isu diskriminasi yang meluas ketika merekrut perempuan
untuk mengisi peran gender tradisional yang mengharuskan perempuan
untuk tinggal di rumah. Kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan
juga menghalangi perempuan memasuki pasar tenaga kerja. Para ibu
mengalami kesulitan untuk kembali memasuki dunia kerja karena
diskriminasi di tempat kerja dan ekspektasi keluarga yang memaksa mereka
untuk mengasuh anak dan memikul tanggung jawab keluarga (Zimmermann
2023).

Ada banyak contoh perusahaan yang melakukan tindakan diskriminasi
terhadap ibu, seperti menekan perempuan hamil untuk berhenti dari
pekerjaannya. Dengan menghapuskan hambatan-hambatan bagi partisipasi
ibu dalam dunia kerja secara hukum, diharapkan hal ini akan mendorong
perempuan pekerja untuk melihat pernikahan sebagai sebuah tujuan yang
berharga. Sebaliknya, harus ada kebijakan yang mendukung perempuan
lajang di Korea seperti keringanan pajak, pengembangan karir dan

perumahan yang terjangkau untuk mendukung hak perempuan untuk
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memilih menjadi ibu dan istri dan memilih untuk tidak melakukan hal

tersebut (Zimmermann 2023).

Tabel 1. Strategi dari Gender Equality Policy

Mempromosikan

1. Memerangi diskriminasi gender di media massa

kesadaran  dan
budaya 2. Meningkatkan pendidikan kesetaraan gender di
kesetaraan sekolah
gender
3. Mempromosikan budaya kesetaraan gender dalam
kehidupan sehari-hari
4. Meningkatkan efektivitas pendidikan
kewarganegaraan mengenai kesetaraan gender
Menjamin 1. Mempromosikan kesempatan kerja yang setara
persamaan hak
atas  pekerjaan | 2. Mengatasi  diskriminasi  gender  terkait
dan kesempatan | ketenagakerjaan

3. Meningkatkan status perempuan di pasar tenaga
kerja

4. Memberikan dukungan bagi perempuan untuk
mempertahankan dan memajukan karir

Meningkatkan
keterwakilan dan
partisipasi
perempuan

1. Meningkatkan keterwakilan perempuan di bidang
politik dan publik
2. Meningkatkan keterwakilan
perusahaan swasta

perempuan di

3. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan

Menciptakan
infrastruktur
sosial untuk
keseimbangan
kehidupan kerja

1. Memperkuat tanggung jawab sosial dalam
pemberian perawatan

2. Menjamin hak-hak ibu dan ayah dari orang tua
yang bekerja

3. Menumbuhkan budaya ramah keluarga di tempat
kerja

Menghapuskan
kekerasan
terhadap

1. Memperkuat kerangka kebijakan penghapusan
kekerasan terhadap perempuan
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perempuan, dan | 2. Meningkatkan upaya-upaya untuk memerangi

meningkatkan berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan
kesehatan
perempuan 3. Memberikan perlindungan dan dukungan yang

lebih kuat kepada korban kekerasan seksual

4. Meningkatkan landasan sistem kesehatan yang
responsif gender

6 | Memperkuat 1. Merevisi mekanisme implementasi kebijakan
mekanisme pengarusutamaan gender
implementasi
kebijakan 2. Memperkuat kapasitas kebijakan yang responsif
kesetaraan gender
gender

3. Membangun dan meningkatkan sistem kerjasama
dengan masyarakat sipil

4. Mempromosikan kegiatan perdamaian dan
unifikasi serta kerja sama internasional

Sumber: Ministry of Gender Equality and Family (2017)

2.3Kondisi Kesetaraan Gender Pada Berbagai Aspek

Kondisi terkait kesetaraan gender di Korea Selatan dapat kita lihat melalui
statistik atau persentase data yang di rilis oleh World Economic Forum secara
berkala setiap tahunnya, dari banyak negara di dunia.

The Global Gender Gap Report ini didasarkan pada tiga konsep. Pertama,
persentasi yang lebih berfokus pada pengukuran ketimpangan itu sendiri daripada
besarnya. Kedua, persentasi yang menggambarkan ketimpangan sebagai variabel
output atau hasil dan bukan ketimpangan variabel input atau akibat. Ketiga,
negara diurutkan menurut tingkat kesetaraan gendernya, bukan menurut tingkat

pengaruh perempuan (World Economic Forum, n.d.).
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4 kategori mendasar (subindeks) pada The Global Gender Gap Report
(World Economic Forum, n.d.) adalah:
(1) Partisipasi dan Peluang Ekonomi (Economic Participation and Opportunity);
(2) Pencapaian Pendidikan (Educational Attainment),
(3) Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (Health and Survival); serta

(4) Pemberdayaan Politik (Political Empowerment).

Berikut data atau persentase dari Global Gender Gap Report untuk tahun
2017 yang mana adalah tahun pertama Presiden Moon menjabat sebagai Presiden
Korea Selatan pada diagram 1. Dan dilanjutkan dengan membandingkan data atau
persentase dari Global Gender Gap Report untuk tahun 2021 dimana menjadi
tahun akhir perilisan untuk masa kepemimpinan Presiden Moon.

Dengan melihat perbedaan dari data yang tersedia ini, dapat kita ketahui
sejauh mana kesetaraan gender pada masa kepemimpinan Presiden Moon bisa
berjalan, apakah cukup optimal dengan semua strategi dan projek utama yang

ingin dicapai.
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Diagram 1. Global Gender Gap Report 2017

=118
ot of 144 countries

Korea, Rep. == 0.650

Q.00 = smpaxty
1.00 = party

kob | I ®eE 0] 1

Qa0 cEEtuson of Countnies try sooce 1.00
SCORE AT GLANCE KEY INDICATORS

Economy GDP (USS tillions) 1,411.25

GDP per capita [constant "11_ intl. §, PPP) 34 98585

Total poputation {(1,000s) S0.,791.82

o Population growth rate (96) 038

.; g Pogulation sex ratio {(fermaladmales) 1.00

E g Human Capital Index score -

00 20T

Global Gender Gap score 82 0.618 118 0650

Economic particGpation and opportunity a8 0.481 23 0.533

Educational attainment 82 0.948 105 0.960

3 TS Health and survival ol 0.9687 84 €973

— GVIAOR ATONE Poliscal errpowerment 82 0.067 a0 0.132

Sumber: World Economic Forum Report (2017)

Diagram 2. Global Gender Gap Report 2021
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2.3.1 Ekonomi

Dengan mengukur variabel dari, Tingkat partisipasi angkatan Kerja,
Kesetaraan upah untuk pekerjaan serupa, perkiraan pendapatan yang diperoleh,
Legislator, pejabat senior dan manajer, Pekerja profesional dan teknis (World
Economic Forum, n.d). Menurut data dan statistik dari Global Gender Gap Report
yang diterbitkan oleh WEF, Korea Selatan adalah salah satu negara dengan
peringkat terendah di dunia dalam hal “Partisipasi dan Peluang Ekonomi”.
Peringkat 121 dari 144 negara (World Economic Forum 2017), dan Peringkat 123
dari 156 negara (World Economic Forum 2021). GGGR juga menunjukkan
bahwa Korea Selatan berada di peringkat ke-88 dalam hal partisipasi angkatan
kerja perempuan dan ke-121 dalam hal kesetaraan upah gender untuk pekerjaan
serupa. Rata-rata upah perempuan di Korea Selatan rata-rata 36,7 % lebih rendah
dibandingkan rata-rata upah laki-laki (per 2012, perhitungan sendiri berdasarkan
database World Klems (2014) (Oyvat and Onaran 2022, #).

Statistik ini  mencerminkan adanya kesenjangan gender dalam
perekonomian yang signifikan di Korea Selatan meskipun faktanya negara
tersebut kini diklasifikasikan sebagai negara dengan perekonomian berpendapatan
tinggi.Yeo dan Kim (2020) juga berpendapat terlebih lagi, infrastruktur perawatan
yang belum berkembang dan ketergantungan pada tenaga kerja perempuan yang
tidak dibayar menimbulkan tantangan demografi dan keberlanjutan sosial yang
serius dalam masyarakat yang menua. Mayoritas pekerjaan perawatan tidak
berbayar dilakukan oleh perempuan dalam rumah tangga, sehingga membatasi
peluang kerja perempuan dan menyebabkan terganggunya karier mereka (Oyvat

and Onaran 2022, #).
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2.3.2 Pendidikan

Dengan mengukur variabel dari, Tingkat melek huruf, Pendaftaran di
pendidikan dasar, Pendaftaran di pendidikan menengah dan Pendaftaran di
pendidikan tinggi (World Economic Forum, n.d). Tingkat kesetaraan gender di
Korea Selatan masih jauh dari kata sempurna.

Terbukti dengan Korea Selatan menempati peringkat ke 105 pada tahun
2017 (World Economic Forum 2017), dan mengalami penurunan peringkat pada
tahun 2021 meski score yang diterima mengalami kenaikan sebesar 0,15% dala

kurun waktu 5 tahun (World Economic Forum 2021).

2.3.3 Kesehatan

Korea Selatan saat ini merupakan salah satu negara dengan tingkat
kelahiran terendah di dunia, dengan rata-rata perempuan mempunyai kurang dari
satu anak. Menurunnya angka kelahiran di Korea Selatan dalam beberapa tahun
terakhir ini disebabkan oleh "Gerakan 4B", di mana B adalah singkatan dari kata
dalam bahasa Korea bihon, bichulsan, biyeonae, dan bisekseu, yang masing-
masing berarti pernikahan dan melahirkan anak, flirting, dan seks. . Gerakan ini
bertujuan untuk memerangi budaya patriarki dan misoginis Korea yang
berkontribusi terhadap penindasan terhadap perempuan melalui peran gender
tradisional terkait dengan hubungan dan peran sebagai ibu. “Mogok Melahirkan”
dan “pemogokan pernikahan” semakin populer dalam beberapa tahun terakhir —
sebagai antisipasi terhadap penurunan drastis angka kelahiran (Zimmermann

2023).
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Beberapa faktor yang melatarbelakangi rendahnya angka kelahiran dan
angka kelahiran adalah faktor ekonomi. Hal ini termasuk tingginya biaya
pengasuhan anak di Korea Selatan, perumahan yang terjangkau, prospek kerja
yang buruk, dan jam kerja yang panjang.

Namun, ada faktor gender lain yang jelas menggarisbawahi peran
pengabaian terhadap perempuan dan seksisme dalam masalah rendahnya angka
kelahiran. Retorika anti-feminis yang kuat menyalahkan kaum feminis atas
rendahnya angka kelahiran, ibu-ibu yang menghadapi diskriminasi di tempat
kerja, dan meluasnya kekerasan berbasis gender. Faktor-faktor ini, serta norma-
norma gender yang menempatkan sebagian besar beban keluarga pada perempuan,
secara efektif menentukan keinginan seorang perempuan untuk memiliki anak.
Mereka  menekankan  peran  tradisional gender dengan  meminta
pertanggungjawaban perempuan atas sebagian besar tantangan dalam melahirkan
dan membesarkan anak. Kekerasan berbasis gender juga mempersulit pernikahan
dan melahirkan anak. Kekerasan berbasis gender merupakan masalah yang sangat
luas sehingga ketika perempuan Korea berusaha mengakhiri suatu hubungan tanpa
memicu reaksi kekerasan, mereka menganggapnya sebagai "perpisahan yang

aman" (Zimmermann 2023).

2.3.4 Politik

Salah satu barometer yang menakar kesenjangan gender yang bisa dilihat
di sebua negara ialah melalui keberadaan perempuan dalam posisi kepemimpinan,

karena hal teresbut mampu menunjukkan seberapa besar kemajuan perempuan
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dalam dunia politik. Namun hal tersebut nampaknya belum maksimal dan tidak
sesuai dengan sisi legislatif di Korea Selatan itu sendiri.

Jumlah perempuan sebagai anggota parlemen di Korea Selatan yang masih
tergolong rendah, dan tentunya hal itu berkaitan dengan perkembangan
pembangunan kesetaraan gender di Korea Selatan. Di mana salah satu faktor yang
mempengaruhinya merupakan faktor sosial budaya dan sistem rekrutmen partai
politik yang tentunya memiliki berperan sangat sentral dalam keberadaan dan
keterwakilan perempuan di parlemen dan badan legislatif.

Dalam bukunya “The Politics of Presence”, Anne Phillips (1995)
berpendapat mengenai teori politik kehadiran, ia berpendapat bahwa politisi
perempuan  memiliki  alasan  terbaik  untuk  mewakili  kepentingan
kelompoknya. Teori ini juga meyakini bahwasanya representasi deskriptif dan
representasi substantif memiliki kaitan yang sangat erat. Dengan kata lain, jika
representasi jumlah perempuan di parlemen meningkat, maka kepentingan
perempuan di parlemen juga akan menguat. Pendapat Phillips ini, nyatanya
berbeda dengan kenyataan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan semakin
terlihat dalam kehidupan sehari-hari " (Phillips, 1995).

Kebijakan kuota bagi perempuan di dunia politik yang diusung oleh GEP
dan pemerintah diharap mampu untuk setidaknya bisa membawa angin segar bagi
upaya peningkatan peran permpuan. Agar perempuan bisa menjadi perwakilan
langsung untuk para perempuan lainnya dalam membuat kebijakan yang nantinya

bisa memperbaiki permasalahan kesetaraan gender di Korea Selatan.
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Perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang sering kita jumpai meliputi
model pengasuhan, pendidikan dan pekerjaan, jenis pekerjaan dalam dunia kerja.
Hingga banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan kejahatan seksual yang
disaksikan oleh perempuan. Namun pada akhirnya, Phillips masih belum bisa
memastikan bahwa jumlah yang lebih besar di parlemen akan mengubah agenda
politik lebih mempertimbangkan kepentingan perempuan, dia menggunakan
ungkapan "a shot in the dark™ (Phillips, 1995).

Keraguan yang dikemukakan oleh Philips ini juga sebelumnya
sudah dijelaskan oleh Heiki Hermanns yang mengatakan bahawa rendahnya
representasi  perempuan di  Korea Selatan  sendiri tidak  mengurangi
pertimbangan terhadap kepentingan perempuan. Kesuksesan Korea Selatan dalam
merancang program ramah perempuan dapat dilihat pada angka kematian ibu dan
anak yang relatif rendah, pencapaian pendidikan yang setara bagi laki-laki dan
perempuan, pertumbuhan penduduk yang rendah, dan akses yang sama terhadap
perawatan kesehatan bagi laki-laki dan perempuan (Hermanns, n.d.).

Selain itu, Hermanns juga berpendapat bahwa faktor selain keterwakilan
langsung perempuan di parlemen, ada cara lain untuk memenuhi kepentingan
perempuan dan anak. Hal ini juga bisa dikatakan sebagai salah satu strategi untuk
meningkatkan pembangunan perempuan di mana banyak negara masih belum
sepenuhnya menganggap bahwa pembangunan serta keterwakilan perempuan di
parlemen itu adalah hal yang penting (Hermanns, n.d.).

Konsep kuota bagi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan

sendiri, memang telah menjadi salah satu strategi oleh banyak negara di dunia,
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dalam misinya untuk melibatkan lebih banyak perempuan dalam politik
parlementer (Krook, 2009).

Sedangkan kondisi poitik di Korea Selatan, yang juga dikenal sebagai
salah satu negara yang terus mengalami peningkatan ekonomi dan pembangunan
manusia dengan cukup masif ini. Namun, kesetaraan gendernya saat ini berjalan
tidak sebanding dengan pembangunan negaranya. Di mana, Korea Selatan berada
di urutan 107 dari 156 negara untuk kesetaraan gender yang rendah, terutama di
bidang politik di mana keterwakilan perempuan di parlemen masih terbilang jauh
tertinggal dari negara maju lainnya (World Economic Forum).

Hal ini pula mendorong keinginan banyak perempuan di Korea Selatan
untuk bisa bersaing dengn banyak laki-laki di posisi-posisi krusial pemerintahan
dan politik di negaranya ini. Hal ini juga yang menjadi salah satu tujuan
dari Korea Women's Association United (KWAU), untuk bisa memperjuangkan
kesetaraan gender didunia politik Korea Selatan. Upayayang telah
ditempuhnya antara lain dengan berhadapan langsung di parlemen menjadi wakil
dari banyak kepentingan perempuan di Korea Selatan yang masih sering
dilupakan, kemudian terlibat dalam lobi politik, hingga ikut serta secara langsung
dalam penyusunan undang-undang, serta mengusulkan kebijakan, dan
terus memantau kebijakan yang dipilih oleh pihak-pihak yang berkuasa. Selain itu,
upaya KWAU juga dilakukan juga melalui pendekatan berbasis komunitas, seperti
menyediakan ruang atau forum publik untuk menyampaikan keinginan dan
menyelenggarakan acara yang melibatkan masyarakat luas (Kumalasari and

Rosyida 2022).
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BAB 111

FAKTOR PENGHAMBAT KESETARAAN GENDER DAN GLOBAL

GENDER GAP REPORT DI KOREA SELATAN PADA TAHUN 2017-2021

3.1 Keberadaan Budaya Patriarki dan Kapitalisme

Budaya patriarki dan kapitalisme yang kental di Korea Selatan menyebabkan
terbentuknya kelas-kelas sosial yang pada akhinya mendorong terjadinya
ketertindasan perempuan (Scholz 2014). Misalnya saja, pada keluarga inti yang
dikepalai laki-laki, di mana laki-laki memiliki kendali atas hak-hak publik dan
stigma sebagai pencari nafkah utama. Sehingga terjadi penguasaan ekonomi
secara struktural dalam sebuah keluarga, di mana dengan adanya stigma tersebut
pada akhirnya menyebabkan perempuan terpinggirkan dalam kehidupan rumah
tangga.

Keberadaan budaya patriarki dan kapitalisme yang masih kental di Korea
Selatan ini menciptakan ketidakadilan bagi banyak perempuan. Adapun beberapa
contoh umum dari ketidakadilan yang sering dirasakan ialah menerima tindakan
diskriminasi yang pada akhirnya perempuan selalu menjadi korbannya, kemudian
keberadaan yang selalu termarjinalkan, kemudian selalui dihantui dengan
stereotype atau beban ganda .

Rendahnya kesetaraan gender dalam perpolitikan Korea Selatan juga
disebabkan beberapa faktor, antara lain ideologi patriarki yang masih mendarah
daging di masyarakat Korea Selatan. Ideologi tersebut menjadikan terbentuknya

tatanan masyarakat di mana laki- laki lebih mendominasi dan superior di segala
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bidang daripada perempuan sehingga perempuan ditempatkan pada posisi inferior
dan pantasnya untuk sealalu dibawah laki-laki (Friscila Atara, 2020).

Tindakan diskriminisasi yang dialami oleh banyak perempuan di Korea
Selatan sejalan dengan kentalnya kondisi kultural dan struktural yang ada
di Korea Selatan, yang tentunya masih melekat dengan budaya patriarki. Hingga
keberadaan budaya patriarki ini yang secara tidak langsung juga melakukan
diskriminasi dan memisahkan jenis kelamin secara struktural agar laki-laki
memiliki  kedudukan yang lebih tinggi dalam hierarki, sehingga telah
membatasi upaya perempuan dalam meningkatkan partisipasi mereka di ruang
publik di Korea Selatan . Pembagian peran dan tugas yang spesifik gender antara
pekerjaan luar dan rumah tangga masih mengakar dalam kehidupan sosial
masyarakat di Korea Selatan (SLEZIAK, n.d.).

Hal tersebut karena, keberadaan budaya patriarki yang juga dipengaruhi oleh
ajaran Konfusianisme hingga mempengaruhi kehidupan serta
meninggalkan budaya yang masih bisa terlihat hingga masa modernisasi Korea
kini (SLEZIAK, n.d.). Hal ini pada akhirnya membuat masalah kesetaraan gender
di Korea Selatan sukar untuk direalisasikan secara penuh. Meskipun kemajuan
negara membantu mengatasi masalah kesetaraan gender. Struktur biner patriarki
menghadapkan perempuan di Korea pada masalah ketidakadilan terkait dengan
pembagian tugas rumah tangga dan penindasan secara bebas.

Posisi perempuan yang sering temajinalkan dalam kehidupan bermasyarakat
misalnya saja saat hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan menjadi
terpinggirkan, hal tersebut temasuk kedalam contoh dari marjinalisasi yang sering

kaum perempuan hadapi di Korea Selatan. Di mana, seringkali dijumpai kondisi
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di mana perempuan ditindas dan terbelakang yang mana menggambarkan
marjinalisasi. Kondisi di mana kepentingan perempuan seringkali dikesampingkan
hingga dianggap pemiskinan perempuan itu sendiri. Karena kelompok marginal
tidak diberi kesempatan untuk berkembang. Perempuan lebih menderita karena
ketidaksetaraan gender daripada laki-laki. Dalam dunia kerja misalnya, ibu atau
istri yang bekerja dinilai hanya sebagai sumber tambahan pendapatan keluarga,
sehingga terdapat perbedaan upah yang diterima perempuan dan laki-laki dalam
bekerja. Wanita umumnya dibayar lebih rendah daripada pria untuk pekerjaan
yang sama.

Feminisme sosialis hadir untuk merestrukturisasi masyarakat guna mencapai
kesetaraan gender yang diimpikan, yang mana ketidaksetaraan gender dibuat
oleh kapitalis untuk melanggenggan keberadaannya, hingga menciptakan kelas
dan pembagian kerja, termasuk di dalam keluarga (Scholz 2014).

Ketidakadilan gender di Korea Selatan juga menempatkan perempuan di
posisi yang sulit dalam kehidupan sosial bermasyarakat, contohnya dengan adanya
stereotype atau beban ganda yang sering melekat pada perempuan tidak seperti
halnya laki-laki, perempuan memiliki peluang lebih tinggi untuk keluar
dari sebuah pekerjaan karena munculnya stereotype yang merugikan. Banyak
perempuan Yyang akhirnya akan menderita, terlebih munculnya stigma
bahwa mempekerjakan perempuan adalah hal yang merugikan
karena memiliki banyak masalah pribadi, seperti mengurus rumah tangga, hamil,
melahirkan, mengasuh anak dan menyusui yang nantinya akan menghambat
perempuan untuk bekerja secara optimal di tempatnya bekerja. (Friscila Atara,

2020).
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Pada saat yang sama, feminisme sosialis mengatakan bahwa terdapat
perbedaan struktur masyarakat inilah yang pada akhirnya menimbulkan
ketidakadilan terhadap perempuan hingga terbentuknya stereotype bahwa

perempuan adalah makhluk yang lemah.

3.2 Kesenjangan Sosial Berbasis Gender

Feminisme sosialis yang melihat bahwa ketidakadilan pada perempuan juga
seringkali berhubungan dengan ekonomi, seperti halnya yang sering di jumpai
dalam dunia pekerjaan (Scholz 2014). Misalnya ketika perempun menerima
perolehan gaji yang sering tidak seimbang antara perempuan dan laki-lakinya
meskipun dalam proporsi pekerjaan yang sama, kemudian juga kesenjangan
gender dalam promisi jabatan dalam pekerjaan, di mana perempuan selalu
mendapatkan tantangannya sendiri untuk bisa mendapat promosi dalam pekerjaan.
Di mana perempuan seringkali dipandang sebagai pelayan dalam masyarakat dan
laki-laki sebagai orang yang meminta pelayanan dari perempuan.

Kemudian dalam sistem ekonomi, laki-laki membutuhkan orang lain
sebagai tawanan, budak, istri dan anak untuk generasi berikutnya, atau sebagai
penjaga harta yang dimilikinya. Marx dan Engels, dalam Theories of Modern
Sociology (Ritzer & Goodman, 2004), menyimpulkan bahwa hanya melalui
penghancuran hak milik laki-laki melalui revolusi kelas, perempuan akan
memperoleh kebebasan sosial, politik, ekonomi, dan pribadi.

Kemudian, contoh bentuk-bentuk diskriminasi yang dihadapi perempuan saat
melamar pekerjaan dan sudah berada di tempat kerja, ketika muncul pertanyaan

serta pertimbangan mengenai kehamilan atau sekadar rencana, karena hal tersebut
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dianggap akan mengganggu proses bekerja nantinya hingga penundaan promosi
perempuan setelah cuti hamil. Berbagai hambatan budaya dan struktural ini
membantu memperkuat ketidaksetaraan gender di dunia pekerjaan di Korea
Selatan.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk juga didunia kerja, perempuan
seringkali diperlakukan tidak adil karena gaji yang diterimanya jauh lebih rendah
daripada laki-laki. Karena anggapan bahwa perempuan bukan seorang pemberi
dan pencari nafkah utama dalam keluarga (Friscila Atara, 2020).

Karena di Korea, ketika perempuan pertama kali memasuki dunia kerja, mereka
akan cenderung melakukannya dengan baik. Namun, setelah mereka memiliki
anak, kebanyakan perempuan meninggalkan pasar tenaga kerja dan profesi
mereka sebelumnya.

Kemudian saat mereka siap untuk kembali, mereka akan menemui hambatan
disaat peluang yang tersedia akan semakin menyempit dan terbatas hingga upah
yang diterima akan semakin rendah, namun dengan tuntutan pekerjaan yang setara
dengan upah normal.

Perempuan yang memiliki kualifikasi dan keterampilan yang sesuai nantinya
akan terdaftar dalam database ini hingga kemudian direkomendasikan sebagai
kandidat untuk berbagai komite pemerintah atau organisasi publik yang terafiliasi
dengan database. Kementerian kemudian berencana untuk mengisi ketersediaan
kandidat pada database setidaknya 100.000 posisi menggunakan sistem ini (World

Economic Forum 2015).
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3.3 Polititisasi Isu Kesetaraan Gender

Politisasi yang menuru KBBI hal membuat suatu isu atau keadaan menjadi
sebuah perbuatan atau gagasan bersifat politis (Kamus Besar Bahasa Indonesia).
Seperti halnya isu kesetaraan gender di Korea Selatan sendiri juga memasuki
ranah politiknya, sehingga isu kesetaraan gender ini tak jarang di politisi. Dalam
hal ini hal tersebut tentunya mengarah pada kehadian dan represents perempuaan
dalam ranah politik dan pemerintahannya menjadi hal yang perlu diperhatikan,
selain itu perluasan peluang bagi pemimpin perempuan juga menjadi salah satu
hal yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kesetaraan gender yang diharapkan
(Seo and Hollingsworth, 2022).

Seperti saat dalam kampanye pemilu untuk meraih suara baik dengan cara
mendukung atau bahkan kontra terhadapnya. Seperti yang dilakukan oleh Presiden
Moon sebelumnya yang dengan tegas mendukung kesetraan gender di Korea
Selatan, sesuai dengan janji-janji yang disampaikannya saat kampanye
dulu. Kemudian hal ini juga terjadi pada tahun 2022, namun dengan gagasan yang
berseberangan, kemudian banyak ahli mencatat bahwa kebijakan anti-seks yang
digaungkan oleh calon Presiden Yoon saat itu dalam kampanye pemilu 2022
membantunya menang, dengan menargetkan kelompok-kelompok yang juga
menginginkan hal serupa .

Dengan mewakili partai konservatif terbesar Korea Selatan, Partai Kekuatan
Rakyat, Yoon mengklaim kebijakan Presiden terdahulunya yakni Moon Jae in,
seperti bias laki-laki dan Yoon juga mengatakan bahwa Kementerian Kesetaraan
Gender dan Keluarga telah “memperlakukan laki-laki sebagai penjahat (treated

men as potential criminals)” (McCurry 2022).
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3.4 Perbandingan South Korea in Global Gender Gap Report 2017 & 2021

4 kategori mendasar (subindeks) pada The Global Gender Gap Report adalah
(1) Partisipasi dan Peluang Ekonomi (Economic Participation and Opportunity);
(2) Pencapaian Pendidikan (Educational Attainment),
(3) Kesehatan dan Kelangsungan Hidup (Health and Survival); serta

(4) Pemberdayaan Politik (Political Empowerment).

Empat bidang tersebut yang kemudian akan dianalisis bagaimana
dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dari negara-negara anggota yang
berasal dari Asia Timur dan Pasifik.

1) Partisipasi dan Peluang Ekonomi Kategori atau subindeks yang pertama
ini mengandung tiga konsep, yaitu ketimpangan partisipasi, ketimpangan
remunerasi, dan ketimpangan kemajuan. Ketimpangan angka partisipasi
ini diperkirakan dengan menggunakan perbedaan proporsi partisipasi
angkatan kerja antara perempuan dan laki-laki. Kesenjangan upah
diperkirakan menggunakan indikator data mentah  (rasio perkiraan
pendapatan antara perempuan dan laki-laki) dan indikator kualitatif yang
diambil dari Survei Opini Eksekutif tahunan Forum (Executive Opinion
Survey) olehtahunan oleh World Economic Forum, yang meneliti
kesenjangan upah yang terjadi dalm dunia pekerjaan juga serupa. Terakhir,
kesenjangan gender diidentifikasi dengan menggunakan dua arah,
yaitu rasio perempuan terhadap laki-laki di antara para legislator, pegawai
negeri senior dan manajer, dan rasio perempuan terhadap laki-laki di

antara pekerja teknis dan professional (World Economic Forum, n.d.).
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2)

3)

Pencapaian Pendidikan

Kategori atau sub-indeks yang digunakan ini mengukur
ketidaksetaraan akses perempuan dan laki-laki terhadap pendidikan saat ini
berdasarkan rasio perempuan terhadap laki-laki di tingkat dasar, menengah
dan tinggi. Penilaian jangka panjang atas kemampuan suatu negara untuk
mendidik jumlah perempuan dan laki-laki yang setara didasarkan pada
rasio kemampuan membaca, tulis, danbelajar pada perempuan dan laki-

laki (World Economic Forum, n.d.).

Kesehatan dan Kelangsungan Hidup

Kategori atau sub-indeks ini juga menggunakan dua indikator
untuk memberikan gambaran tentang perbedaan kesehatan antara
perempuan dan laki-laki. Indikator pertama adalah menggunakan rasio
jenis kelamin kelahiran yang juga didominasi oleh tingginya tingkat
kelahiran bayi laki-laki daripada bayi perempuan. Indikator ini secara
khusus bertujuan untuk menggambarkan fenomena "perempuan hilang",
yang umum terjadi di negara-negara yang lebih menyukai anak laki-laki.
Sebagai indikator tambahan digunakan data perbedaan angka harapan
hidup sehat bagi perempuan dan laki-laki. Ukuran ini memberikan
perkiraan berapa tahun perempuan dan laki-laki diharapkan mampu hidup
dalam kesehatan yang baik, serta menghitung tahun-tahun yang hilang
karena mengala,i kekerasan, penyakit, malnutrisi, dan faktor terkait

lainnya (World Economic Forum, n.d.).
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4) Pemberdayaan Politik

Kategori dalam sub-indeks terakhir ini, mengukur ketimpangan yang

terjadi antara laki-laki dan perempuan di tingkat
tertinggi dalam pembuatan kebijakan. Ketimpangan ini diukur dengan
rasio partisipasi perempuan dan laki-laki pada posisi menteri dan
rasio antara perempuan dan laki-laki di  posisi parlemen, termasuk
juga rasio perbedaan antara jumlah perempuan dan laki-laki yang berada di
posisi senior (perdana menteri atau presiden) belakangan ini selama 50
tahun ke belakang. Namun demikian, kategori ini memiliki kelemahan
utama yaitu tidak adanya indikator yang menggambarkan perbedaan
perempuan dan laki-laki di tingkat pemerintahan lokal atau daerahnya

(World Economic Forum, n.d.).

Tabel 2. Perbandingan Korea Selatan pada tahun 2017 dan 2021

Berdasarkan Global Gender Gap Report

No

2017

2021

Menempati peringkat 118 dari 144 negara

di seluruh dunia

Pada 2021 mengalami peningkatan sampai
pada peringkat 102 dari 156 negara di

seluruh dunia

Partisipasi ekonomi dan kesempatan,
menduduki peringkat ke 121 dri 144

negara seluruh dunia

Dalam kesempatan dan partisipasi ekonomi
pada 2021 sendiri mengalami penurunan ke
peringkat 123 dari 156, namun mengalami
kenaikan score sebanyak 0,2% dari tahun

2017 lalu
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No

2017

2021

3 | Pencapaian pendidikan, sendiri berada di | Pada pencapaian pendidikan di tahun 2021
peringkat ke 105 dari 144 negara lainnya | mengalami kenaikan pada peringkat dan skor,
sehingga menduduki posisi 104 dari 156,
dengan kenaikan 0,15% dari tahun 2017
4 | Kesehatan dan kelangsungan hidup Pada bidang kesehatan dan kelangsungan
menduduki posisi ke 84 dari 144 negara hidup,mengalami kenaikan yang cukup tinggi
lainnya hingga berakhir di posisi ke 54 dari 156
negara lainnya
5 | Pemberdayaan politik berada di posisi ke | Di pemberdayaan politik meningkat cukup

90 dari 144 negara

tinggi hingga ke peringkat 68 dari 156 negara

yang ada, dan kenaikan skor sebanyak 45%

Sumber: World Economic Forum Report (2017 & 2021)

Global Gender Gap Report diketahui memperhitungkan kedudukan umum
perempuan dalam beberapa aspek seperti (i) partisipasi dan peluang ekonomi, (ii)
pencapaian pendidikan, (iii) kesehatan, dan (iv) pemberdayaan politik. Selain itu,
salah satu faktor yang menjadi kunci keberhasilannya kemajuan ekonomi
Korea Selatan adalah pertumbuhan ekonomi yang cepat karena diiringi dengan
tingginya tenaga kerja terdidik. Tingginya angka
keberadaan  pekerja yang  berkualitas dan terdidik inilah  yang
memperlancar produktivitas tenaga kerja yang lebih tinggi hingga akhirnya
mampu melakukan pengembangan kapasitas yang lebih tinggi untuk

memfasilitasi adopsi dan inovasi teknologi. Dengan demikian, tenaga kerja
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yang murah dan berkualitas menjadi dasar keberhasilan strategi pembangunan
Korea yang berorientasi ekspor.

Dari berbagai permasalahan terhadap perempuan tersebut, dapat diketahui
bahwa ketidaksetaraan gender merupakan masalah yang cukup serius dan
tergolong sulit untuk diatasi di banyak negara, dan Korea merupakan salah satu
negara yang mengalami permasalahan tersebut. Jika dilihat dari posisi ekonomi
dan diplomasi yang sangat baik yang mampu dicapai Korea Selatan selama satu
dekade ini, sudah sepatutnya negara tersebut memiliki tradisi modern, termasuk
pandangan tentang gender, guna mengatasi diskriminasi gender yang meluas.
Korea Selatan dikenal sebagai negara dengan tingkat ekonomi yang tinggi, namun
dewasa ini masih dihadapkan pada persoalan kesetaraan gender, ketidaksetaraan
antara laki-laki dan perempuan hampir terjadi di berbagai bidang dan gaya hidup
masyarakat negara tersebut, termasuk pendidikan, pekerjaan dan bahkan di bidang
politik.

Selama periode industrialisasi dan pembangunan yang pesat, Korea
telah membuat langkah besar menuju kesetaraan gender dalam pendidikan
dan kesempatan Kkerja. Kesenjangan gender telah mendapatkan perhatian,
seperti pada tingkat pendaftaran sekolah menengah pertama hingga tingkat
universitas. Kemudian hal lainnya juga dapat dilihat dari kehadiran perempuan
dalam berbagai profesi elit seperti pada dunia hukum, kedokteran, dan pegawai

negeri tingkat tinggi.

Namun, kesenjangan gender yang signifikan masih bisa terlihat dalam
partisipasi pasar tenaga kerja. Menurut data dari Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD), hanya 55% wanita Korea yang berusia
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antara 15 hingga 64 tahun yang berpartisipasi dalam pasar
ketenaga kerjaan, angka tersebut masih tergolong rendah jika dibandingkan
dengan rata-rata sebesar 65% di negara-negara OECD lainnya. Tingkat
partisipasi angkatan  kerja atau Labor Force Participation Rate (LFPR)
perempuan Korea Selatan secara signifikan lebih rendah daripada tingkat
partisipasi laki-laki sekitar 77% di pasar tenaga kerja, yang mana telah

hampir mendekati angka rata-rata OECD sebesar 79% (Hyunsoo 2021).

LFPR wanita Korea dikatakan sampai memiliki pola berbentuk M
sepanjang siklus hidupnya. Hal ini disinyalir bisa terjadi karena adanya gangguan
karir setelah menikah atau melahirkan anak, di manaangkanya bisa
mengalami penurunan yang drastis di akhir usia 20-an dan awal 30-an. Sehingga
semakin banyak wanita Korea yang ingin masuk ke pasar Kerja, tetapi dibarengi
dengan mengasuh anak yang mana menjadi kendala utama bagi pekerja
perempuan berpendidikan tinggi dan cakap yang ingin melanjutkan karir mereka.
Banyak perekrut di Korea Selatan mengatakan bahwa wanita muda yang menikah
lebih kecil kemungkinannya untuk dipilih dan mendapatkan pekerjaan karena
adanya diskriminasi gender tersebut. Diskriminasi terhadap perempuan di tempat
kerja masih menjadi masalah serius di Korea Selatan, di mana kelahiran anak
seringkali menadkan sebagai akhiri karir dari seseorang perempuan bekerja
(Hyunsoo 2021).

Di mana, banyak para Ibu di Korea Selatan tetap memiliki tanggung
jawab untuk membesarkan anak, namun lingkungan kerja yang kaku dan kurang
fleksibel hingga tidak adanya fasilitas yang memadai untuk mendukung hal

tersebut, seperti pengadaan tempat pengasuhan anak yang terjangkau membuat
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mereka sulit menyeimbangkan pekerjaan dan keluarga. Sehingga pengadaan
lingkungan kerja yang kondusif bagi perempuan untuk terus bekerja bahkan
setelah mereka memiliki anak adalah salah satu cara pemerintah untuk membantu
agar hak-hak perempuan di Korea Selatan bisa terpenuhi.

Selain aspek ketidaksetaraan gender dalam perekonomian, terdapat
pula kekhawatiran tentang tingkat keterwakilan dan partisipasi perempuan Korea
Selatan dalam politik dan pemerintahan. Tercatat hingga tahun 2021,
Korea Selatan telah mampu bertengger di peringkat
ke-10 negara dengan pertumbuhan ekonomi terkuat di dunia (IMF, 2021). Tidak
hanya ekonomi, Korea juga menjadi salah satu negara peringkat teratas untuk
pembangunan manusia (UNDP, 2020).

Namun, perkembangan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang luar
biasa ini, tidak berjalan beriringan dengan tingkat kesetaraan gender di
negaranya saat ini. Kesetaraan gender sendiri merupakan isu yang cukup serius di
Korea Selatan, terutama terkait partisipasi perempuan dalam politik Korea.
Dengan kata lain, pemberdayaan dan proporsi perempuan dalam sektor politik
Korea sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki, sehingga perempuan
cenderung dirugikan karena kurang dapat berpartisipasi langsung dalam dunia
politik dan sektor pemerintahan, seperti diantaranya pada badan legislatif, partai
politik, lembaga pemerintahan serta bagian saat pengambilan keputusan dan
pembuatan kebijakan.

Hal ini dibuktikan dengan rendahnya jumlah perempuan yang menduduki
parlemen Korea pada setiap pemilihan umum Majelis Nasional Republik Korea,

di mana pada masa demokratisasi tahun 1985 hingga 1988, perempuan di Korea
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tidak hanya mampu mencapai 2,9%. kursi di parlemen dari total 276 kursi. Jumlah
ini menurun setelah proses demokratisasi di Korea.
Dari tahun 1988 hingga 1982, perempuan hanya menempati 2 dari 299 kursi di
parlemen. Hal ini menunjukkan bahwa parlemen Korea lebih didominasi laki-laki
dengan laki-laki menduduki rata-rata 97,5% kursi di parlemen Korea saat ini.

Pencapaian terbesar perempuan dalam politik Korea Selatan, terjadi
pada pemilihan tahun 2012, hal tersebut ketika Park Geun-hye berhasil terpilih
menjadi presiden perempuan pertama dalam sejarah Korea Selatan. Pencapaian di
sisi eksekutif ini penting untuk meningkatkan kualitas politik Korea. Namun,
meski demikian nampaknya terjadi ketimpangan legislatif, karena hingga
pemilihan umum MPR terakhir yang digelar di masa pandemi Covid-19 pada
April 2020 yang lalu, proporsi perempuan di parlemen masih sangat rendah, di
mana perempuan hanya mendapatkan 19% kursi di parlemen Korea dari 300 kursi
yang tersedia. Ini sebenarnya merupakan angka tertinggi sejak demokratisasi
Korea pada tahun 1987, namun masih jauh di bawah rata-rata dunia sebesar
25,58% (IPU, 2020).

Selain itu, persentase perempuan yang menduduki kursi parlemen di Korea
Selatan masih jauh dari indikator kesetaraan gender secara umum, di mana
perempuan menduduki minimal 30-30 kursi di parlemen 40% (IDEA, 2021).

Emansipasi dan sangat rendahnya proporsi perempuan di parlemen selama
ini menunjukkan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di ranah
politik Korea masih sangat tinggi. Ini menempatkan Korea Selatan menempati

urutan ke-102 dari 156 negara dalam hal kesetaraan gender secara keseluruhan di
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semua wilayah dan ke-107 dari 156 negara dalam hal keterwakilan perempuan di
parlemen pada laporan Global Gender Gap Report.

Untuk mencapai kesetaraan gender antara pria dan wanita, maka salah satu
cara untuk melakukannya adalah dengan memperbaiki peraturan dan kebijakan
yang sebelumnya tidak menunjukkan keberpihakannya terhadap isu dan
permasalahan perempuan. Hal itu dilakukan agar regulasi tidak lagi bersifat bias
gender. Dalam feminisme sosialis sendiri telah mengatakan terkait nilai-nilai
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, dan tidak adanya salah satu pihak yang
lebih tinggi dari yang lainnya. Untuk mencapai kesetaraan gender antara laki-laki
dan perempuan di berbagai sektor kehidupan bermasyarakat, feminis sosialis
sendiri mendukung adanya perubahan yang signifikan terhadap budaya dan sistem
patriarki ~ struktural dan kapitalisme yang mengakar, dan mencoba
mengintegrasikan peran perempuan ke dalam struktur yang ada. Di mana, dalam
struktur ini nantinya perempuan akan mendapatkan hak-hak dan kesempatan yang

layak sama halnya dengan yang diperoleh oleh laki-laki.
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BAB IV

PENUTUP

1.1 KESIMPULAN

Presiden sebagai pemangku jabatan bagi sebuah pemerintahan
negara, tentu saja selalu menaruh perhatian bagi banyak pasang mata
untuk melihat jejak langkah yang akan dan sedang ditorehkan. Begitupun
geliat dari janji kampanye dan realisasi kerja yang ditawarkan oleh
Presiden Moon Jae In yang menjadi Presiden Korea Selatan pada periode
2017-2021. Berasal dari Partai Demokrat yang dengan tegas menyatakan
mendukung dan ingin membawa untuk mempromosikan nilai-niai
feminisme pada periode pemerintahannya. Berbanding terbalik dengan
Presiden terpilih selanjutnya, yakni Yoon Seok-yeol yang berasal dari
partai opisisi yakni PPP. Dengan membawa janji kampanye untuk
menghilangkan nilai-nilai feminisme karena kaum laki-laki merasa
terdiskriminasi (Rich et al. 2022)..

Kesetaraan gender bukan hanya hak asasi manusia, tetapi
pencapaiannya memiliki konsekuensi sosial-ekonomi yang sangat besar.
Pemberdayaan perempuan memicu pertumbuhan ekonomi, memacu
produktivitas dan pertumbuhan. Namun ketidaksetaraan gender tetap
tertanam kuat di setiap masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Moon Jae In, upaya telah dilakukan
untuk meningkatkan efektivitas dan implementasi kebijakan kesetaraan

gender di Korea. Kebijakan ini berdampak positif terhadap perubahan
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budaya dan sosial yang mendukung kesetaraan gender (Kim and Kim
2022).

Namun, presiden berikutnya, Presiden Yoon, berencana untuk
menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga serta
kebijakannya. Dalam mengambil keputusan ini, penting untuk
mempertimbangkan efektivitas kebijakan kesetaraan gender yang ada.
Mempelajari efektivitas kebijakan ini dapat memberikan dasar yang kuat
bagi Presiden Yoon untuk mempertimbangkan potensi dampak dari
pemberhentian kementerian dan kebijakan terkait promosi kesetaraan
gender di negaranya.

Pendekatan analitis dengan menggunakan teori feminis sosialis
menunjukkan bahwa kesetaraan gender bukan hanya persoalan individual
namun juga persoalan struktural terkait pembagian kekuasaan dan sumber
daya dalam masyarakat. Keputusan Presiden Yoon untuk menghapuskan
kementerian dan kebijakan kesetaraan gender dapat menimbulkan
konsekuensi yang lebih luas, seperti memperburuk kesenjangan gender
dan melemahkan upaya kesetaraan gender.

Oleh karena itu, penelitian yang mengkaji efektivitas kebijakan
kesetaraan gender di bawah kepemimpinan Moon Jae In memiliki peran
penting sebagai basis bukti. Hal ini dapat membantu Presiden Yoon
mengambil keputusan yang lebih terinformasi dan berwawasan ke depan
dalam melindungi kementerian dan kebijakan terkait kesetaraan gender,
dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap tujuan sosial, dan

mendorong kesetaraan gender di Korea.
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Selaras dengan pendapat dari feminis sosialis yang mengatakan
bahwa salah satu cara untuk mengakhiri ketertindasan bagi kaum
perempuan di kehidupan bermasyarakat ialah dengan memutus mata rantas
nilai-nilai patriarki dan kapitalisme (Scholz 2014). Jadi, makna dan standar
kesetaraan yang beragam bagi setiap orang menandakan bahwa sukar
menakar apakah kesetaraan itu akan tercapai. Namun, dengan adanya
payung hukum dibawah Undang-undang Kesetaraan gender yang
diresmikan oleh presiden dan diawasi oleh kementrian khususnya akan
memberikan asa untuk menjadikan sebuah nilai atau keinginan untuk
mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat di Korea

Selatan.
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1.2 Rekomendasi

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis ini,
penulis menyadari akan ditemui kekurangan dan keterbatasan pada karya
tulis ini, khususnya keterbatasan bahan penelitian dan lain-lain. Bagi
peneliti yang hendak melakukan penelitian dengan tema yang sama atau
mendekati, maka penulis akan merekomendasikan untuk membahas
mengenai presiden terpilih setelah Moon Jae In, yakni Presiden Yoon Suk
Yeol yang telah menjadi presiden terpilih Korea Sealatan sejak tahun
2022, di mana terdapat kebijakan kontrovsial yang dimiliki oleh Presiden
Yoon ini, yaitu menginisiasi untuk penghapusan Ministry of Gender and
Family serta Gender Equality Policy. Di mana, akan bisa menjadi
komparasi atas keefektifan keberadaannya kebijakan ini dan apakah

penghapusan kementrian dan kebijaka tersebut adalah pilihan yang tepat.
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